
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya
kerugian yang amat besar baik dalam bentuk korban
manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas
tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga
diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif,
efektif, dan responsif;

b. bahwa dalam rangka penanggulangan bahaya
kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan
pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan
bahaya kebakaran secara berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya
Kebakaran;

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

8. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2008tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum
Nomor20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2012 Nomor 7) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD

di lingkungan Pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di
bidang penanggulangan kebakaran.

6. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut IPKadalah instansi
Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan
harta benda.

7. Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap
bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal
mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.

8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan yang selanjutnya disebut
RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem
pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup perkotaan
lingkungan dan bangunan.

9. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi atau keadaan bahaya
kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.

10. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah
sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang
terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk
tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara
pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap
bahaya kebakaran.

11. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang
dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan



gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat
melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.

12. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang
dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara
otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam
kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman serta digunakan pula
dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.

13. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan
oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya
penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada
suatu bangunan gedung dan lingkungan.

14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

15. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang
terdapat pada bangunan gedung dan/atau Iingkungan bangunan gedung
yang khusus disediakan untuk masuk petugas pemadam kebakaran.

16. Tatagraha adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan bahaya kebakaran
melalui pengaturan denah pada bangunan, penyediaan peralatan yang benar,
penanganan dan penyimpanan material secara benar, serta penyelenggaraan
kebersihan dan kerapian pada bangunan.

17. Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus
dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada
bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap
perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan
bangunan.

18. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak
terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap
perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanggulangan bahaya kebakaranbertujuan untuk:
a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan agar aman

terhadap bahaya kebakaran;
b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan masyarakat, pengelola

bangunan, serta SKPD terkait dengan upaya menanggulangi bahaya
kebakaran;

c. meminimalisasi kerugian yang menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan,
harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan
lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan



d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui
pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan
maupun penggunaan bangunan.

Pasal 3

Sasaran penanggulangan bahayakebakaran adalah:
a. tercapainya kemudahan akses pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;

dan
b. tercapainya koordinasi dan sinergisitas antar satuan kerja perangkat daerah

dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. RISPK;
b. potensi bahaya kebakaran;
c. pencegahan bahaya kebakaran;
d. penanggulangan kebakaran;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. peran serta masyarakat; dan
g. sanksi administrasi.

BAB IV
RENCANA INDUKSISTEM PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2) RISPK disusun berdasarkan:

a. rekomendasi teknis dari SKPD terkait;
b. RTRW pada bidang penanggulangan kebakaran; dan
c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.

(3) RISPK, sekurang-kurangnya memuat:
a. lingkup kegiatan RISPK;
b. identifikasi resiko kebakaran;
c. analisis kebakaran; dan
d. rekomendasi penanggulangan kebakaran.

(4) RISPK berfungsi sebagai pedoman untuk penanggulangan kebakaran dan
bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.

(5) RISPK disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan
peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.

(6) RISPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Lingkup kegiatan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
a meliputi:
a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan

gedung terhadap bahaya kebakaran;
b. pemberdayaan masyarakat; dan


